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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam 

penulisan skripsi ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri 

Agama Republik Indonsia No. 158 tahun 1997 dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 

0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk 

menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke 

dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap 

ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam 

kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah 

sebagai berikut: 

A. Konsonan Tunggal 

No. 
Huruf  

arab 

Nama 

Latin 

Huruf 

latin 
Nama 

 alif  - Tidak dilambangkan ا .1

 - ba’ B ب .2

 - ta’ T ت .3

 - tsa’ Tsa ث .4

 - jim J ج .5

 - ha’ Ha ح .6

 - kha’ Kh خ .7

 - Dal D د 8

 - dzal Dzal ذ .9

 - ra’ R ر .10

 - Zai Z ز .11

 - Sin S س .12

 - syin Sy ش .13

 {s}ad s ص .14
es dengan titik di 

bawah 
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No. 
Huruf  

arab 

Nama 

Latin 

Huruf 

latin 
Nama 

 {d}ad d ض .15
de dengan titik di 

bawah 

 t}a’ t} te dengan titik di bawah ط .16

 {z}a’ z ظ .17
zet dengan titik di 

bawah 

 ain ‘ koma terbalik di atas‘ ع .18

 - gain G غ .19

 - fa’ F ف .20

 - qaf Q ق .21

 - kaf K ك .22

 - lam L ل .23

 - mim M م .24

 - nun N ن .25

 - waw W و 26

 - ha’ H ه .27

 hamzah ‘ Apostrop ء .28

 - ya’ Y ي .29

B. Vokal 

Vokal tunggal Vokal rangkap Vokal 

panjang 

 a = أ  a = أ

 i = ي ai = ي i = أ

 u = أ و au = أ و u = أ
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C. Ta Marbutah 

Ta Marbutah 

dilambangkan 

dengan /t/ Contoh: 

 ditulis mar' atun jamilah مَرْأَةٌ جَمِيْلَةٌ 

Ta Marbutah dilambangkan dngan /h/ Contoh: 

 .ditulis fatimah فاَطِمَةٌ 

D. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid) 

 Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan 

dengan huruf yang sama baik ketika berada di tengah 

maupun di akhir. 

Contoh: 

 Muhammad : محمد

E. Kata sandang (artikel) 

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf 

syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan 

bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang 

sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata 

sandang itu.  

Contoh    الشَّمْس  ditulis asy-syamsu 

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf 

qamariyaah” di transliterasikan sesuai dengan 

bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata 

yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda 

sampan. 
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Contoh: 

 ditulis al-qamar القمََرْ 

F. Huruf hamzah 

Hamzah yang berada di awal kata tidak 

ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah 

tersebut berada di tengah kata atau akhir kata, 

huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan 

spotrof /’/. 

Contoh: 

 ditulis umirtu أمرت
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ABSTRAK 

Reza Ni Matul Ashar. 2025. Penanganan Pembiayaan 

Bermasalah Pada Produk Ijarah Muntahiya Bit Tamlik Dalam 

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di KSPPS SM NU 

Pemalang). Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 

Fakultas Syariah. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. 

Dosen Pembimbing: Jumailah, M.S.I. 

Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) 

merupakan salah satu produk pembiayaan syariah yang banyak 

digunakan oleh lembaga keuangan syariah, termasuk Koperasi 

Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) SM NU 

Cabang Pemalang. Dalam praktiknya, pembiayaan IMBT 

tidak terlepas dari risiko terjadinya pembiayaan bermasalah 

yang dapat memengaruhi kesehatan lembaga. Oleh karena itu, 

diperlukan mekanisme penanganan pembiayaan bermasalah 

yang sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan hukum yang 

berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor 

penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad IMBT 

di KSPPS SM NU Cabang Pemalang serta menganalisis 

kesesuaian penanganannya dengan ketentuan Kompilasi 

Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 322 sampai dengan 

Pasal 329. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum 

empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data diperoleh 

melalui wawancara dengan pengelola KSPPS SM NU 

Pemalang dan nasabah pembiayaan IMBT, serta dokumentasi 

yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pembiayaan bermasalah IMBT di KSPPS SM NU Cabang 

Pemalang disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor 

internal nasabah seperti ketidakmampuan membayar akibat 

kehilangan pekerjaan, konflik rumah tangga, serta faktor 

eksternal seperti kondisi ekonomi dan musibah. Dalam 

penanganannya, KSPPS SM NU Cabang Pemalang 

menerapkan langkah-langkah persuasif melalui musyawarah, 



 

xiii 
 

restrukturisasi pembiayaan, dan pembentukan tim khusus 

(TIMSUS). 

Berdasarkan analisis terhadap KHES Pasal 322–329, 

penanganan pembiayaan bermasalah IMBT di KSPPS SM NU 

Cabang Pemalang pada prinsipnya telah sesuai dengan 

ketentuan hukum ekonomi syariah, khususnya terkait 

pemisahan akad ijarah dan tamlik serta penerapan 

penyelesaian secara damai (shulh). Namun demikian, 

diperlukan penguatan dalam aspek administrasi dan 

pemahaman akad agar pelaksanaan pembiayaan IMBT ke 

depan lebih optimal dan sesuai dengan prinsip syariah. Dapat 

disimpulkan bahwa pembiayaan produk IMBT di KSPPS SM 

NU Pemalang termasuk dalam kategori cukup sehat. 

Kata Kunci : Ijarah Muntahiyah Bittamlik, Pembiayaan 

Bermasalah, KHES, KSPPS. 
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ABSTRACT 

Reza Ni Matul Ashar. 2025. Handling Problematic Financing 

in Ijarah Muntahiya Bit Tamlik Products in the Perspective of 

Sharia Economic Law (Study at KSPPS SM NU Pemalang). 

Skripsi. Sharia Economic Law Study Program, Faculty of 

Sharia. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. 

Supervisor: Jumailah, M.S.I. 

 Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) financing is a 

sharia financing product widely used by sharia financial 

institutions, including the Islamic Savings and Loans and 

Financing Cooperative (KSPPS) of SM NU, Pemalang 

Branch. In practice, IMBT financing is inseparable from the 

risk of problematic financing that can affect the health of the 

institution. Therefore, a mechanism for handling problematic 

financing is needed that is in accordance with sharia principles 

and applicable legal provisions. This study aims to determine 

the factors causing problematic financing in IMBT contracts 

at KSPPS SM NU, Pemalang Branch, and analyze the 

compliance of its handling with the provisions of the 

Compilation of Sharia Economic Law (KHES) Articles 322 to 

329. 

  This study uses an empirical legal research method 

with a juridical-sociological approach. Data were obtained 

through interviews with the managers of KSPPS SM NU 

Pemalang and IMBT financing customers, as well as relevant 

documentation. The results of the study indicate that 

problematic IMBT financing at KSPPS SM NU Pemalang 

Branch is caused by several factors, including internal 

customer factors such as inability to pay due to job loss, 

domestic conflict, and external factors such as economic 

conditions and disasters. In handling it, KSPPS SM NU 

Pemalang Branch applies persuasive steps through 

deliberation, financing restructuring, and the formation of a 

special team (TIMSUS). 
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 Based on the analysis of KHES Articles 322–329, the 

handling of problematic IMBT financing at the KSPPS SM 

NU Pemalang Branch is in principle in accordance with the 

provisions of sharia economic law, particularly regarding the 

separation of ijarah and tamlik contracts and the 

implementation of amicable settlement (shulh). However, 

strengthening the administrative aspects and understanding of 

contracts is needed so that the implementation of IMBT 

financing in the future is more optimal and in accordance with 

sharia principles. It can be concluded that IMBT product 

financing at KSPPS SM NU Pemalang is included in the fairly 

healthy category. 

Keywords: Ijarah Muntahiyah Bittamlik, Problematic 

Financing, KHES, KSPPS. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Lembaga keuangan Islam adalah badan usaha 

yang menyediakan layanan perbankan sesuai dengan 

hukum syariah. Saat ini, lembaga keuangan Islam di 

Indonesia dapat diklasifikasikan sebagai perbankan dan 

non-perbankan. Beberapa contoh lembaga perbankan 

Islam adalah Bank Pembiayaan Rakyat Islam (BPRS) dan 

bank Islam konvensional. Pasar modal Islam, pegadaian 

Islam, dana pensiun Islam, asuransi Islam, bisnis Islam 

(syirkah), zakat, wakaf, dan BMT (Baitul Maal 

WaTamwill) merupakan contoh lembaga keuangan Islam 

nonbank. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, 

lembaga keuangan yang termasuk dalam kategori 

lembaga keuangan nonperbankan, seperti Koperasi 

Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), Pasar 

Modal Syariah, Lembaga Zakat dan Wakaf, Pegadaian 

Syariah, BMT, Asuransi Syariah, dan Dana Pensiun 

Syariah, memiliki karakteristik operasional yang berbeda 

dengan lembaga keuangan perbankan.1 

Pasal 1 Peraturan Deputi Bidang Pengawasan 

Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 

07/Per/Dep.6/IV/2016 menjelaskan bahwa Koperasi 

Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah 

koperasi yang kegiatan usaha utamanya meliputi 

simpanan, pinjaman, dan pembiayaan yang dilaksanakan 

berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam pelaksanaan 

kegiatan usahanya, KSPPS wajib berpedoman pada nilai-

 
1 Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di 

Indonesia, Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 1-4. 
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nilai syariah yang menjunjung keadilan, transparansi, dan 

menghindari unsur riba, gharar, dan maysir.2   

“Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan 

definisi tentang Ijarah Muntahiya bi Al-Tamlik (IMBT) 

pada Pasal 19 ayat (1) huruf f.” Berdasarkan pasal 

tersebut, akad IMBT merupakan akad yang mengikat 

secara hukum untuk menyediakan dana dengan imbalan 

barang atau jasa sesuai dengan transaksi nasabah.3 IMBT 

adalah lembaga keuangan Islam atau perusahaan 

perbankan Islam yang beroperasi sesuai dengan hukum 

Islam. Dokumen lain yang mengatur kontrak IMBT 

adalah Fatwa DSN-MUI. “Menurut Fatwa DSN-MUI No. 

27/DSN-MUI/III/2002, sewa yang berujung pada 

kepemilikan disebut sebagai Al-Ijarah Muntahiya bi Al-

Tamlik.4 Perjanjian sewa yang memberikan opsi kepada 

penyewa untuk memperoleh kepemilikan barang setelah 

masa sewa berakhir.” 

Para ulama telah menetapkan bahwa pola 

pembiayaan sewa (ijarah) dan sewa beli (ijarah 

Muntahiyah Bit Tamlik) keduanya disetujui oleh hukum 

Islam. Secara konvensional, jenis ini disebut sebagai sewa 

pembiayaan atau sewa operasi. Ijarah, juga dikenal 

sebagai sewa, adalah perjanjian yang mencakup suatu 

objek, layanan, atau fasilitas dengan biaya yang berbeda. 

Selain itu, penyewa ditawarkan kesempatan untuk 

membeli barang yang disewa setelah selesainya sewa, 

 
2 Isnawati, Pengaruh Dimensi Kualitas Layanan Terhadap 

Kepuasan Nasabah Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah 

(KSPPS) Baitul Mal Wa Tanwil (BMT) Turi Sembada Kabupaten Sleman, 

Skripsi Fakultas Ekonomi 2018, hlm. 95–99. 
3 Neneng Nurhasanah P.A, Hukum Perbankan Syariah: Konsep 

Dan Regulasi, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm 38. 
4 Fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002. 
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antara penyewa, konsumen, dan pemilik produk. 

Pembayaran pokok terhadap harga pembelian produk 

dimasukkan dalam pembayaran sewa, dan perjanjian sewa 

berakhir saat kepemilikan aset dialihkan kepada 

penyewa.5  

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 322–

329, Bab 9, membahas tentang ijarah muntahiya bittamlik. 

Prinsip dan syarat ijarah digunakan untuk melaksanakan 

IMBT. Ijarah (sewa) dan tamlik (pemindahtanganan hak 

kepemilikan) merupakan dua proses yang berbeda dan 

tidak boleh dicampur. Jika seorang musta'jir telah 

membeli ma'jur atau menyewa barang dari seorang mu'jir, 

maka perjanjian sewa-menyewa di antara keduanya 

berakhir.6 

Jumlah lembaga simpan pinjam syariah di 

Kabupaten Pemalang terus bertambah, dan KSPPS SM 

NU Pemalang hanyalah satu dari sekian banyak lembaga 

sejenis yang telah beroperasi sejak tahun 2006. Mengingat 

keberadaan lembaga keuangan yang bersaing, KSPPS SM 

NU Cabang Pemalang harus menunjukkan daya saingnya 

di pasar. Salah satu caranya adalah dengan mengutamakan 

pelayanan yang bermutu bagi para anggotanya. KSPPS 

SM NU Cabang Pemalang berlokasi strategis di jantung 

kota Pemalang, dan memiliki staf yang sedikit namun 

tersebar yang melayani anggota di seluruh Kabupaten 

Pemalang.  

Selain pertumbuhannya yang pesat, KSPPS SM 

NU Cabang Pemalang juga menghadapi kendala 

pendanaan yang semakin tahun semakin besar. Mengingat 

 
5 Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, Jakarta: 

Pustaka Alfabet, 2005, hlm. 25. 
6 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Bab IX pasal 322-

329. 
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kedudukan dan fungsinya yang tidak jauh berbeda dengan 

bank pada umumnya, maka pendanaan bermasalah pun 

dapat terjadi di KSPPS. Hampir semua kegiatan 

operasional KSPPS memiliki risiko yang dapat 

menimbulkan pendanaan bermasalah. Dalam konteks ini, 

risiko adalah setiap kejadian yang mungkin terjadi, baik 

yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan, yang 

dapat berdampak negatif terhadap modal dan pendapatan. 

Risiko dapat dikelola dan dikendalikan, tetapi tidak dapat 

dihilangkan sama sekali. 

Berdasarkan informasi dari Kepala Cabang 

KSPPS SM NU Cabang Pemalang mengatakan bahwa 

pembiayaan Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT) yang 

ada di KSPPS SM NU Cabang Pemalang berjumlah 

sekitar 250 nasabah, dan dari jumlah tersebut tidak terlalu 

banyak yang bermasalah yaitu hanya sekitar 3 nasabah 

dari tahun 2024/2025.7 Berdasarkan informasi dari Kepala 

Cabang KSPPS SM NU Cabang Pemalang terdapat 

beberapa nasabah yang mengalami pembiayaan Ijarah 

Muntahiya Bit Tamlik bermasalah, dikarenakan beberapa 

hal yang mengakibatkan terlambat dan bahkan kesulitan 

bagi nasabah untuk membayar angsuran, penyebabnya 

yaitu kebanyakan dari sumber usaha yang mengalami 

penurunan omset hingga berakibat pada pembayaran 

angsuran perbulannya, karena nasabah hanya mampu 

untuk kebutuhan  hidup sehari-hari. 

Pembiayaan bermasalah di KSPPS SM NU 

Cabang Pemalang disebabkan oleh berbagai faktor, baik 

yang berasal dari pihak nasabah maupun faktor eksternal. 

Faktor dari pihak nasabah antara lain ketidakmampuan 

 
7 Muhammad Maliki, “Wawancara pribadi dengan Kepala Cabang 

KSPPS SM NU Cabang Pemalang”, KSPPS SM NU Pemalang, 26 

september 2024 pukul 14.30 wib. 
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mengelola usaha dengan baik, konflik rumah tangga, 

kehilangan pekerjaan, kebangkrutan usaha, pengunduran 

diri dari pekerjaan, serta musibah yang tidak terduga. 

Selain itu, KSPPS SM NU Cabang Pemalang juga 

menghadapi sejumlah kendala dalam pengelolaan 

pembiayaan bermasalah, di antaranya sulitnya 

menghubungi nasabah, kondisi agunan yang telah 

dialihkan atau mengalami kerusakan, serta permasalahan 

keluarga seperti perceraian. 

Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, 

pada tahun berjalan KSPPS SM NU Cabang Pemalang 

membentuk Tim Khusus (TIMSUS) yang terdiri atas dua 

orang account officer dan satu orang manajer operasional. 

Tim ini difokuskan untuk menangani pembiayaan yang 

telah masuk kategori macet, kemudian dilanjutkan pada 

pembiayaan bermasalah dan pembiayaan kurang lancar. 

Meskipun tingkat Non Performing Financing (NPF) 

KSPPS SM NU Cabang Pemalang belum mencapai batas 

5%, kondisi pembiayaan yang bermasalah secara berulang 

setiap tahunnya menunjukkan adanya permasalahan 

dalam kualitas pembiayaan. Oleh karena itu, KSPPS SM 

NU Cabang Pemalang masih memerlukan perbaikan 

dalam pengelolaan dan pengendalian risiko pembiayaan. 

Di antara berbagai jenis pembiayaan yang disalurkan, 

pembiayaan dengan akad ijarah merupakan jenis 

pembiayaan yang paling kompleks dan memiliki tingkat 

risiko tertinggi dibandingkan dengan produk pembiayaan 

lainnya. 

Klien dan KSPPS SM NU Cabang Pemalang telah 

menyepakati sejumlah akad, salah satunya adalah 

pembiayaan akad ijarah. Namun, dalam hal pendanaan ini 

berpotensi menimbulkan permasalahan karena 

penanganan pembiayaan bermasalah oleh cabang kurang 
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efektif dikarenakan analisis nasabah yang kurang baik, 

pelanggaran tata cara penyaluran pembiayaan yang 

memutus alur yang telah dibuat, serta monitoring dan 

pembinaan yang kurang memadai. Oleh karena itu, kinerja 

dan keberlangsungan KSPPS SM NU Cabang Pemalang 

sangat dipengaruhi oleh pembiayaan yang tidak lancar dan 

tidak teridentifikasi tepat waktu.  

Berdasarkan latar belakang permasalahan 

tersebut, penelitian ini mencoba menguraikan tentang tata 

cara yang ditempuh oleh pengurus KSPPS SM NU 

Pemalang dalam menangani anggota yang mengalami 

kesulitan pembiayaan dengan akad IMBT. Berdasarkan 

fenomena-fenomena yang telah diuraikan sebelumnya, 

penelitian ini diberi judul: “Penanganan Pembiayaan 

Bermasalah pada Produk Ijarah Muntahiya Bit 

Tamlik di KSPPS SM NU Pemalang dalam Perspektif 

Hukum Ekonomi Syariah.” 

B. Rumusan Masalah 

1. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab 

nasabah pembiayaan ijarah muntahiyah bittamlik 

bermasalah? 

2. Bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah 

pada produk ijarah muntahiyah bittamlik di KSPPS 

SM NU Pemalang dalam perspektif Hukum Ekonomi 

Syariah? 

C. Tujuan Masalah 

1. Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab masalah 

yang dihadapi nasabah dalam pembiayaan ijarah 

muntahiyah bittamlik.  

2. Menganalisis cara penanganan pembiayaan 

bermasalah pada produk ijarah muntahiyah bittamlik 

di KSPPS SM NU Pemalang dalam konteks Hukum 

Ekonomi Syariah. 
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D. Kegunaan Penelitian 

Keuntungan yang dapat diperoleh dari penelitian 

ini adalah: 

1. Kegunaan Teoritis: 

Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya 

literatur terkait Hukum Ekonomi Syariah, 

khususnya dalam konteks penanganan 

pembiayaan bermasalah pada produk IMBT. 

Para mahasiswa, akademisi, dan peneliti yang 

tertarik pada studi keuangan Islam dapat 

menggunakan temuan studi ini sebagai 

referensi. 

2. Kegunaan Praktis: 

a. Panduan bagi KSPPS: Hasil penelitian ini 

dapat digunakan oleh KSPPS SM NU 

Pemalang sebagai panduan untuk 

mengoptimalkan strategi dan mekanisme 

penanganan pembiayaan bermasalah, 

sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan 

keberlanjutan bisnis mereka. 

b. Rekomendasi Kebijakan: Penelitian ini 

dapat memberikan rekomendasi kebijakan 

yang relevan bagi manajemen KSPPS dan 

otoritas terkait dalam menetapkan 

kebijakan yang sesuai dengan prinsip 

syariah dalam penanganan pembiayaan 

bermasalah. 

3. Kegunaan Sosial: 

a. Peningkatan Literasi Keuangan Syariah: 

Dengan adanya penelitian ini, masyarakat 

dan anggota KSPPS dapat lebih memahami 

pentingnya kepatuhan terhadap prinsip-

prinsip syariah dalam aktivitas 
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pembiayaan, serta menyadari risiko dan 

tanggung jawab yang terkait dengan produk 

IMBT. 

b. Mendorong Kepercayaan Masyarakat: 

Penelitian ini juga dapat membantu 

meningkatkan kepercayaan masyarakat 

terhadap produk-produk keuangan syariah, 

terutama yang berkaitan dengan bagaimana 

lembaga keuangan Islam mengelola 

masalah pendanaan dengan baik dan sesuai 

dengan hukum Islam. 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Kerangka Teoritik 

a. Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT)   

Penyewaan atau pemanfaatan jasa melalui 

akad ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan 

muamalah yang dibenarkan oleh syariat Islam 

karena bertujuan untuk memenuhi kebutuhan 

manusia. Dibandingkan dengan bentuk pembiayaan 

syariah lainnya, pembiayaan ijarah memiliki 

karakteristik yang khas. Salah satu keunggulan 

pembiayaan ijarah dibandingkan dengan akad 

mudharabah dan musyarakah adalah 

kemampuannya memberikan kemudahan bagi 

pelaku usaha untuk memulai atau mengembangkan 

usaha tanpa harus mengeluarkan dana tunai yang 

besar untuk pengadaan peralatan dan perlengkapan. 

Melalui akad ijarah, pengusaha dapat 

memanfaatkan aset yang disediakan oleh lembaga 

keuangan syariah tanpa harus menyerahkan agunan 
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secara langsung, karena objek sewa itu sendiri 

berfungsi sebagai jaminan selama masa akad.8 

Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT) 

berasal dari kata Arab Al-Ijarah (sewa) dan At-

Tamlik (kepemilikan). Al-Ijarah berarti kompensasi 

untuk layanan atau penghargaan dalam bahasa 

Arab, sedangkan At-Tamlik berarti kepemilikan 

dalam bahasa Ibrani. Penggabungan dari ijarah 

muntahiya bit tamlik dan kontrak al-bai', Al-Bai' 

wal Ijarah Muntahiya Bit Tamlik mengatur 

penjualan dan pembelian barang. Ijarah Muntahiya 

Bit Tamlik menggabungkan bisnis dan sewa, 

sedangkan Al-Bai' hanya bersifat komersial. Pada 

akhir masa sewa, klien memiliki pilihan untuk 

membeli produk yang disewa atau meminta 

pengembaliannya dari bank, sebagaimana diuraikan 

dalam kontrak ini.9 

Bank dan nasabah mengadakan akad sewa 

yang dikenal dengan akad Ijarah Muntahiyah 

bittamlik, yang diakhiri dengan nasabah, yang 

bertindak sebagai penyewa, mengalihkan 

kepemilikan barang sewa dari KSPPS SM NU, 

pemilik barang. 

b. Penanganan Pembiayaan Bermasalah 

Ada dua pendekatan untuk menangani 

pendanaan bermasalah: preventif dan 

represif/kuratif. Sejak anggota mengajukan 

permintaan pendanaan, KSPPS melakukan kegiatan 

 
8 Harun Santoso dan Anik, ’’Analisis Pembiayaan Ijarah Pada 

Perbankan Syariah.’’ Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 1, No. 2, 2015, 

hlm. 107. 
9 Fuad Lian, Konsep Al-Ijarah Muntahiya Bittamlik Dalam 

Syariah Islamiyah, 2018,   hlm. 3. 
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preventif atau pencegahan, yang meliputi analisis 

data pembiayaan yang akurat, pembuatan perjanjian 

yang sesuai, agunan yang mengikat secara hukum, 

serta mengawasi atau mengawasi dana yang 

diberikan. Sedangkan tindakan represif atau kuratif 

merupakan strategi mitigasi yang digunakan untuk 

mencegah atau mengatasi permasalahan yang 

berkaitan dengan pembiayaan yang buruk. 

Tentu saja ketentuan Fatwa DSN-MUI 

tentang penyelesaian piutang relevan dalam 

penanganan pembiayaan bermasalah. Melunasi 

utang atau kewajiban yang timbul akibat 

pembiayaan bermasalah, restrukturisasi tersebut 

merupakan proses penyelesaian yang sesuai dengan 

ketentuan syariah. Pembiayaan bermasalah dapat 

ditangani dan diselesaikan dengan cara-cara berikut, 

antara lain melalui: 

1) Penjadwalan waktu baru. 

2) Perbaikan. 

3) Reorganisasi. 

4) Penyelesaian dengan agunan. 

5) Penghapusan: Hapus juga tagihan. 10 

Apabila anggota masih kooperatif dalam 

menyelesaikan pembiayaan, maka proses 

penyelesaiannya dapat dilakukan melalui 

musyawarah keluarga antara anggota dengan pihak 

KSPPS yang disebut dengan penyelesaian damai 

atau persuasif. Namun apabila anggota tidak 

 
10 Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan Syariah 

dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Peraturan Menteri Tahun 2017, 

hlm.52. 
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kooperatif dalam prosesnya, maka penyelesaiannya 

akan dilakukan melalui jalur hukum. 

c. KSPPS 

Jasa keuangan, investasi, dan simpan pinjam 

merupakan bagian dari model bisnis KSPPS yang 

sesuai dengan prinsip syariah. Menghimpun dana 

dari anggota koperasi saat ini dan di masa 

mendatang, lalu menyalurkannya sesuai dengan 

hukum syariah merupakan operasi bisnis utamanya. 

d. Ijarah Muntahiya Bittamlik Menurut Persapektif 

Hukum Ekonomi Syariah  

Menurut Bab 1 Pasal 1 Ayat 25 Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 

Syariah, “pembiayaan adalah penyediaan uang atau 

tagihan yang dipersamakan dengan itu dalam 

bentuk: a) Akad bagi hasil dalam bentuk 

mudharabah dan musyarakah. b) Akad sewa beli 

dalam bentuk bitamlik ijaroh muntahiyah. c) Akad 

jual beli termasuk piutang murabahah, salam, dan 

isthisna. d). Transaksi yang melibatkan pinjaman 

dalam bentuk piutang QARD dan e) Transaksi sewa 

jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa 

berdasarkan akad atau kesepakatan antara Bank 

Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dengan pihak 

lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau 

diberi fasilitas pembiayaan untuk mengembalikan 

dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan 

bonus bagi hasil, imbalan ujroh, atau tanpa imbalan 

sama sekali.” 

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1992 Pasal 1 Angka 12 tentang Perbankan, “uang 

atau wesel yang dipersamakan dengan itu dapat 

diberikan apabila bank dan pihak lain telah sepakat 
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untuk mengembalikan pinjaman atau wesel tersebut 

setelah jangka waktu tertentu dengan pembayaran 

atau bagi hasil.” 

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional 

Nomor 27/DSN-MUI/III/2002, klausul-klausul 

berikut dapat dimasukkan dalam kontrak ijarah 

Muntahiya Bittamlik:2 

a) Akad ijarah al-muntahiya bi al-tamlik memiliki 

rukun dan syarat yang sama dengan akad ijarah 

(Fatwa DSN Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000). 

b) Pada saat akad ijarah ditandatangani, harus 

disepakati akad ijarah muntahiya bittamlik. 

c) Akad harus menyebutkan hak dan kewajiban 

masing-masing pihak. 

Selanjutnya, pihak yang melakukan akad 

ijarah Muntahiya Bittamlik wajib menaati akad 

ijarah, sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional 

No. 27/DSN-MUI/III/2002. Sebelum masa akad 

ijarah berakhir, kepemilikan tidak dapat dialihkan 

baik dengan cara dijual maupun hibah. 

Hasil analisis tersebut memberikan 

informasi mengenai penerapan ketentuan 

pembiayaan dalam UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 8, 

yang menetapkan asas kehati-hatian. Asas ini 

bertujuan untuk menjamin nasabah dapat melunasi 

utang atau mengembalikan pembiayaan sesuai 

dengan ketentuan kontrak, sehingga mengurangi 

kemungkinan terjadinya wanprestasi. Namun, ada 

kemungkinan konsumen akan mengalami kesulitan 

pembiayaan, yang pada akhirnya dapat berdampak 

pada bisnis bank Islam.  

Berikut ini adalah dasar hukum fikih 

pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik: 
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1) Hadis Nabi riwayat Abd. Razzaq dan Abu 

Hurairah dan Abu Sa‟id al- Khudri, nabi saw 

bersabda : 

 

مَنْ  اسْتأَْجَرَ  أجَِيرًا  فلَْي عْلمِْه   أجَْرَه     
 

Artinya :  “Barang siapa mempekerjakan 

mereka beritahukanlah 

upahnya.” 

 

Berdasarkan hadits ini, kita hendaknya 

menghormati hak-hak karyawan kita dan 

memastikan mereka mengetahui cara memberi 

imbalan yang pantas kepada mereka yang telah 

membantu kita, sebagaimana kita telah 

diberkahi oleh jerih payah mereka. 

2) Hadis Nabi riwayat Ahmad, Abu Daud dan 

Nasa‟i dari Sa‟ad Ibn Waqqash, dengan teks 

Abu Daud, ia berkata : 

 

رْعِ وَمَا سَعِدَ  وَاقيِ مِنْ الزَّ نَّا ن كْرِي اْلأرَْضَ بِمَا عَلىَ السَّ ك 

ِ صَلَّى اللََّّ  عَليَْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ  بِالْمَاءِ مِنْهاَ فنَهَاَناَ رَس ول  اللََّّ

ةٍ ا أنَْ ن كْرِيهَاَ بِذَهَبٍ أَ وَأمََرَنَ  وْ فِضَّ  
 

Artinya “Kami pernah menyewakan tanah 

dengan (bayaran) hasil tanaman yang 

tumbuh pada parit dan tempat yang 

teraliri air, maka rasulullah melarang 

kami melakukan hal tersebut dan 

memerintahkan agar kami 
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menyewakan tanah itu dengan emas 

atau perak (uang).”11 

 

Menurut hadis ini, uang, bukan barang, kini 

digunakan untuk membayar barang sewa dalam 

praktik ijarah. Konsumen melakukan pembayaran 

finansial kepada bank sesuai dengan ketentuan 

kontrak awal. 

2. Penelitian yang Relevan 

Tinjauan pustaka sering digunakan untuk 

menjelaskan penelitian yang relevan atau investigasi 

sebelumnya. Tinjauan pustaka adalah studi yang 

melengkapi studi yang direncanakan dengan 

menyajikan berbagai teori relevan yang dikumpulkan 

dari sumber pustaka yang relevan. Peneliti 

menemukan sejumlah temuan penelitian dan kajian 

terdahulu yang berkaitan dengan akad ijarah 

muntahiyah bittamlik setelah melakukan telaah 

terhadap berbagai literatur. Kajian pustaka ini 

bertujuan untuk memperoleh gambaran umum serta 

referensi yang relevan sebagai dasar dan pembanding 

dalam penelitian yang sedang dilakukan. Peneliti 

menemukan karya tentang ijarah muntahiyah 

bittamlik atau topik terkait berdasarkan pengamatan 

studi sebelumnya, tetapi tidak ada yang benar-benar 

membahas pengelolaan keuangan bermasalah dalam 

barang ijarah muntahiyah bittamlik. Oleh karena itu, 

penulis akan memberikan uraian berikut tentang 

 
11 Al-Hafiz Abi Sulaiman bin Al- Asyaf Al-Sijistani, sunan Abi 

Daud, Kitabul buyu, Kairo: Darul Fikr, 2019, hlm.192. 
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sejumlah tinjauan pustaka atau investigasi penelitian 

sebelumnya: 

1. Skripsi Karya Nahlatul Ula, 2017. Mahasiswi 

Fakultas Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam IAIN 

Pekalongan “Implementasi Pengawasan 

Terhadap Akad Ijarah Muntahiya Bit Tamlik Di 

KSPPS SM NU Cabang Warungasem Kabupaten 

Batang.” Penelitian ini dilakukan di lapangan. 

Sumber data penulis meliputi data sekunder, 

seperti catatan dari KSPPS SM NU Cabang 

Warungasem Kabupaten Batang, dan buku-buku 

tentang keuangan bermasalah, selain data primer 

yang dikumpulkan melalui wawancara.12 

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan 

bahwa akad IMBT digunakan untuk pembiayaan 

karena selama ini pembiayaan yang dilakukan 

menggunakan sistem murabahah, Sistem-sistem 

tertentu, seperti bagi hasil dan qhord, diyakini 

belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip 

muamalah syariah. Pengingat, kategorisasi 

kelancaran pembayaran (kolektibilitas), dan 

kunjungan berkala merupakan bagian dari 

pengawasan keuangan yang selama ini dilakukan. 

Memeriksa rekening keuangan klien, bernegosiasi 

untuk memahami masalah dan menemukan solusi, 

menjadwalkan ulang atau mengubah jadwal 

pembayaran untuk kewajiban pelanggan, dan 

mengeksekusi agunan adalah semua langkah 

dalam proses pengawasan yang mengikuti 

 
12 Nahlatul Ula, Implementasi Pengawasan Terhadap Akad Ijarah 

Muntahiya Bit Tamlik Di KSPPS SM NU Cabang Warungasem Kabupaten 

Batang, Fakultas Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan, 

2017. 
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pembiayaan bermasalah. Dengan menggunakan 

kafarah nadzar untuk mencegah anggota atau 

konsumen menyimpang dari kontrak IMBT, 

pengawasan pendanaan menyiratkan bahwa 

anggota tidak dapat menghindari kewajiban yang 

dijanjikan. Selain itu, hal ini berupaya untuk 

merampingkan administrasi keuangan dan 

menghindari pendanaan bermasalah, yang sering 

dikenal sebagai NPF (Non Performing Finance).  

Ada sejumlah persamaan dan perbedaan 

antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya. 

Topik penelitian, di mana keduanya membahas 

ijarah muntahiyah bittamlik dan pendanaan sulit, 

adalah tempat kesamaan berada. Perbedaannya 

adalah penelitian ini difokuskan pada KSPPS SM 

NU Pemalang, sementara penelitian sebelumnya 

membahas pengawasan terhadap pembiayaan 

dengan akad IMBT untuk mencegah terjadinya 

pembiayaan bermasalah di KSPPS SM NU 

Cabang Warungasem Kabupaten Batang. 

2. Skripsi karya Muhammad Pamungkas Bayu, 2018, 

Mahasiswa Fakultas Ekonomi Syariah dan Bisnis 

Islam IAIN Pekalongan “Mekanisme 

Penyelesaian Bermasalah Pada Produk Ijarah 

Muntahiya Bit Tamlik (IMBT) KJKS BMT Ankasa 

Kedungwuni Pekalongan.” Peneliti dalam 

penelitian ini menggunakan pendekatan kerja 

lapangan. Literatur tentang pembiayaan 

bermasalah dan artikel yang dimuat di KJKS BMT 

ANKASA Kedungwuni Pekalongan menjadi 

sumber data sekunder, sedangkan wawancara 

menjadi sumber data primer. 
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Hasil penelitian ini menghasilkan 

kesimpulan bahwa tiga R rescheduling, 

reconditioning, dan restructuring diperlukan untuk 

mengatasi permasalahan pembiayaan pada produk 

Ijarah Muntahiyah Bittamlik. Beberapa hal yang 

mungkin menjadi penyebab keuangan bermasalah 

pada KJKS BMT ANKASA Kedungwuni 

Pekalongan, seperti tim penagihan yang kurang 

terampil dalam menganalisis data nasabah, 

rendahnya kesadaran nasabah terhadap akad, 

kurangnya pengetahuan nasabah tentang cara 

menjalankan usahanya, penyalahgunaan dana 

yang diberikan, kurangnya dana untuk operasional 

usaha, kondisi pasar yang kurang mendukung, dan 

faktor eksternal yang berdampak pada usaha. 

Dibandingkan dengan penelitian lain, 

penelitian ini memiliki sejumlah fitur yang sama 

dan unik. Fokus penelitiannya adalah di mana 

persamaan tersebut berakhir, di mana keduanya 

sama-sama membahas ijarah muntahiyah bittamlik 

dan pembiayaan bermasalah. Perbedaannya adalah 

pada lokasi penelitian, fokus analisis, dan sudut 

pandang kajian hukum. Penelitian Muhammad 

Pamungkas Bayu dilakukan di KJKS BMT 

Ankasa Kedungwuni Pekalongan dengan fokus 

pada mekanisme penyelesaian pembiayaan IMBT 

secara umum. Sementara itu, penelitian ini 

dilakukan di KSPPS SM NU Cabang Pemalang 

dengan fokus yang lebih spesifik pada faktor 

penyebab pembiayaan bermasalah, kendala dalam 

penanganannya, serta analisis penanganan 

pembiayaan IMBT ditinjau dari perspektif Hukum 

Ekonomi Syariah. 
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3. Penelitian oleh Nun Harrieti dalam jurnal yang 

berjudul  “Penerapan Prinsip Syariah Pada 

Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik Dengan 

Janji (Wa’d) Hibah Pada Perbankan Syariah.” 

Untuk menerapkan prinsip syariah pada 

pembiayaan ijarah dengan janji (wa'd) hibah, 

penelitian ini menemukan dua akad yang berbeda, 

yaitu akad pembiayaan ijarah dan akad hibah. 

Selain itu, nilai sisa barang tidak diperhitungkan 

dalam tarif sewa. Forum pengaduan dan 

penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif 

Penyelesaian Sengketa atau jalur litigasi 

diberlakukan untuk memberikan perlindungan 

hukum bagi konsumen pembiayaan ijarah 

muntahiya bittamlik yang dijanjikan hibah. Hal ini 

dilakukan sesuai dengan Undang-Undang 

Perbankan Islam.13 

Penelitian ini dan penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh peneliti memiliki beberapa 

kesamaan tetapi juga memiliki perbedaan yang 

penting. Persamaan tersebut terlihat jelas dalam 

uraian penelitian tentang ijarah muntahiyah 

bittamlik. Peneliti di sini menganalisis dan 

menganalisa pembiayaan bermasalah, tetapi fokus 

di sini adalah pada penerapan pembiayaan yang 

menjanjikan pada Ijarah Muntahiya Bittamlik. 

4. Penelitian oleh Kusjuniati, dkk. dalam jurnal 

“Implementasi Ta’zir Pada Pembiayaan Ijarah Al 

Muntahiya Bit Tamlik (IMBT) Di Bank Danamon 

 
13 Nun Harrieti, Penerapan Prinsip Syariah Pada Pembiayaan 

Ijarah Muntahiya Bittamlik Dengan Janji (Wa’d) Hibah Pada Perbankan 

Syariah, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, 

Volume 10 No. 2 Edisi Desember 2017, hlm. 201. 
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Syariah Kantor Cabang Gunung Agung 

Denpasar.” Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa konsumen yang melakukan praktik 

wanprestasi seperti menunda pembayaran 

angsuran yang masih dalam batas kemampuannya, 

maka akan dikenakan hukuman ta'zir sesuai 

dengan fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000. 

Nasabah Bank Danamon Syariah Cabang 

Denpasar yang memiliki riwayat telat membayar 

angsuran, khususnya yang melakukan pembiayaan 

Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik kini dikenakan 

hukuman ta'zir ini. Pembiayaan Ijarah Muntahiyah 

Bit Tamlik di bank tersebut merupakan 

pembiayaan sewa yang diakhiri dengan 

pemindahan hak milik atas suatu barang atau 

semacam gabungan antara akad jual beli dengan 

akad sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang 

diakhiri dengan kepemilikan atas suatu barang.14 

Walaupun kedua penelitian tersebut 

membahas pendanaan Ijarah Muntahiyah Bit 

Tamlik, perbedaannya adalah penelitian ini 

mencakup denda ta'zir untuk keterlambatan 

pembayaran, sedangkan peneliti fokus pada 

penanganan pembiayaan yang bermasalah. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian semacam itu dikenal sebagai 

penelitian hukum empiris. Penelitian di bidang 

 
14 Kusjuniati dkk, Implementasi Ta’zir Pada Pembiayaan Ijarah 

Al Muntahiya Bit Tamlik (IMBT) Di Bank Danamon Syariah Kantor 

Cabang Gunung Agung Denpasar, Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan dan 

Ekonomi STAI Denpasar Bali, 12 Juni 2023. 
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hukum empiris dan ilmu sosial dikenal sebagai 

penelitian lapangan atau penelitian yang berkaitan 

dengan ketentuan hukum yang berlaku.15 Istilah 

kajian yuridis-empiris menggambarkan kajian di 

bidang hukum yang berfokus pada penerapan praktis 

ketentuan hukum normatif pada masing-masing dan 

setiap peristiwa hukum unik dalam masyarakat. 

Realitas yang muncul dalam praktik lapangan dikaji 

dalam penelitian ini. Dalam hal ini peneliti mencoba 

menjelaskan penanganan pembiayaan bermasalah 

produk Ijarah Muntahiyah bittamlik di KSPPS SM 

NU Pemalang. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Dua prosedur membentuk metode 

pengumpulan data: 

a. Wawancara 

Mengajukan pertanyaan langsung kepada 

narasumber merupakan salah satu cara untuk 

memperoleh informasi selama wawancara. 

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan guna 

menyelesaikan penulisan tugas akhir, dalam 

penelitian ini, penulis akan melakukan 

wawancara langsung dengan kepala cabang, 

karyawan KSPPS SM NU Pemalang, serta 3 

nasabah pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bit 

Tamlik di KSPPS SM NU cabang Pemalang guna 

mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk 

melengkapi penulisan tugas akhir. 

b. Dokumentasi 

 
15 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, Jakarta: 

Sinar Grafika, 2002, hlm.15. 
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Mencari buku, jurnal, catatan, dan sumber 

belajar lainnya tentang akad pembiayaan Ijarah 

Muntahiyah Bit Tamlik dan pembiayaan 

bermasalah untuk mempelajari lebih lanjut 

mengenai subjek terkait, dan topik-topik lainnya 

dikenal dengan istilah dokumentasi. Pada 

dokumentasi ini, peneliti akan mengamati 

bagaimana penerapan ijarah muntahiyah 

bittamlik di KSPPS SM NU Pemalang. 

3. Teknik Analisis Data 

Penggunaan metode Miles dan Huberman 

untuk analisis data kualitatif interaktif merupakan 

tahap selanjutnya setelah pengumpulan data. Ada 

empat langkah dalam setiap analisis data: 

pengumpulan, pembersihan, penyajian, dan 

pembuatan kesimpulan.16 

a. Pengumpulan Data 

Ada dua jenis catatan lapangan: catatan 

alamiah dan catatan reflektif. Data yang 

dikumpulkan melalui catatan lapangan dicatat 

setelah setiap observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Catatan alamiah adalah catatan 

tentang apa yang telah dilihat, Segala sesuatu 

yang peneliti dengar, lihat, atau alami, tanpa 

menambahkan penilaian atau interpretasi apa 

pun. Tahap selanjutnya dari pendekatan 

pengumpulan data didasarkan pada catatan 

reflektif, yang berisi ide, pengamatan, dan 

refleksi, pandangan, dan interpretasi peneliti 

terhadap penemuan yang ditemukan. 

 
  16 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta 

2020,  hlm 25. 
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b. Reduksi Data 

Proses pemilihan data mentah dari 

catatan lapangan dikenal sebagai reduksi data. 

Karena pola informasi yang disajikan dalam 

bentuk teks memiliki pola yang tidak teratur dan 

sulit diatur, sejumlah fakta aneh yang 

dikumpulkan di lapangan harus benar-benar 

dapat dipahami sebagai teks. Karena fokus utama 

penelitian kualitatif adalah pada penemuan, 

peneliti dapat memanfaatkan informasi ini 

sebagai kekhawatiran saat melakukan reduksi 

data jika mereka menemukan sesuatu yang tidak 

memiliki pola, tampak asing, atau tidak 

diketahui.17 Data yang dianalisis akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas dan 

mudah dipahami, yang tentunya akan membantu 

peneliti dalam pengumpulan informasi dan 

melakukan wawancara langsung tentang 

Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk 

Ijarah Muntahiyah Bittamlik di KSPPS SM NU 

Pemalang. 

c. Penyajian Data 

Miles dan Huberman mendefinisikan 

penyajian data sebagai kumpulan informasi 

terstruktur untuk memungkinkan peneliti 

mengambil tindakan dan menarik kesimpulan. 

Proses atau langkah analisis meliputi penyajian 

data, yang memungkinkan data yang pertama 

kali disajikan sebagai teks naratif diubah menjadi 

 
  17 Mardawani, Praktis penelitian kualitatif, Yogyakarta: Cv. Budi 

utama, 2020. hlm.  66-67. 
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format lain seperti bagan atau grafik.18 Untuk 

mengetahui apa yang terjadi dan mencapai suatu 

kesimpulan, peneliti berupaya untuk menyusun 

semua informasi yang telah dikumpulkan dengan 

cara yang logis dan mudah dipahami. Informasi 

yang diberikan berkaitan dengan penanganan 

pembiayaan bermasalah untuk produk Ijarah 

Muntahiyah Bittamlik oleh KSPPS SM NU 

Pemalang. Setelah melakukan observasi, hasil 

wawancara, dan dokumentasi yang sebelumnya 

terbatas, peneliti menyajikan datanya.  

d. Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan atau validasi data 

merupakan langkah terakhir dalam analisis data, 

yang dilakukan setelah data melewati tahap 

reduksi dan penyajian. Peneliti harus mampu 

mengidentifikasi sebab dan akibat, pola, 

interpretasi atau penjelasan, dan rekomendasi 

selama fase analisis data. Proses penarikan 

kesimpulan awalnya samar-samar sebelum 

menjadi lebih spesifik, kohesif, dan tidak 

ambigu. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan 

merupakan penemuan baru dalam bentuk 

deskripsi atau gambaran hal-hal yang masih 

gelap, oleh karena itu diperlukan penelitian lebih 

lanjut untuk memperjelasnya. Teknik 

penyimpulan dengan cara menganalisa hasil dari 

wawancara dan observasi beberapa pihak terkait 

dan menyimpulkan sesuai data yang diperoleh. 

 

 
18 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 

2014, hlm. 93. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan untuk topik “Penanganan 

Pembiayaan Bermasalah pada Produk Ijarah Muntahiyah 

Bittamlik di KSPPS SM NU Pemalang dalam Perspektif 

Hukum Ekonomi Syariah.” dapat disusun sebagai berikut: 

BAB I: Pendahuluan 

Berisikan pendahuluan yang menguraikan secara 

spesifik tentang gambaran umum dari latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

kerangka teoritik, penelitian yang relevan, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II: Teori dan Konsep  

Paldal balb ini berisi uralialn rinci tentalng teori-teori 

tentang Ijarah Muntahiyah Bittamlik, diantaranya yaitu 

pengertian Ijarah Muntahiyah Bittamlik, rukun dan syarat 

Ijarah Muntahiyah Bittamlik, hak dan kewajiban Ijarah 

Muntahiyah Bittamlik, serta faktor penyebab pembiayaan 

Ijarah Muntahiyah Bittamlik bermasalah. 

BAB III: Hasil Penelitian  

Pada bab ini berisi mengenai gambaran umum 

KSPPS SM NU Pemalang yang meliputi sejarah singkat, 

visi misi, struktur keanggotaan, jasa dan produk yang 

disediakan. Tinjauan Umum  Pembiayaan Bermasalah 

pada Produk Ijarah Muntahiyah Bittamlik di KSPPS SM 

NU Pemalang 

BAB IV: Pembahasan 

Bab ini berisi pokok-pokok bahasan dan 

pembahasan tugas akhir yang ditulis oleh peneliti di 

KSPPS SM NU Pemalang yang difokuskan pada faktor 

penyebab pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bittamlik 

bermasalah dan solusi penanganan pembiayaan 

bermasalah untuk produk Ijarah Muntahiyah Bittamlik. 
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BAB V: Penutup 

Semua temuan bab sebelumnya, serta analisis yang 

disajikan dalam Bab IV, dikompilasi dalam bab terakhir 

ini, mencakup pandangan penulis serta saran dan kritik 

yang bertujuan untuk memberikan rekomendasi guna 

memperbaiki masalah yang diangkat oleh peneliti atau 

penulis.
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai 

Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk Ijarah 

Muntahiya Bittamlik (IMBT) di KSPPS SM NU Pemalang 

dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut:  

a. Faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan 

bermasalah pada produk Ijarah Muntahiya Bittamlik 

(IMBT) di KSPPS SM NU Pemalang berasal dari 

berbagai aspek, baik internal maupun eksternal nasabah. 

Faktor internal meliputi ketidakmampuan nasabah dalam 

memenuhi kewajiban pembayaran angsuran akibat 

penurunan pendapatan usaha, kehilangan pekerjaan, 

konflik rumah tangga, kurangnya kemampuan manajerial 

dalam mengelola usaha, serta lemahnya pemahaman 

nasabah terhadap akad IMBT. Adapun faktor eksternal 

meliputi kondisi ekonomi yang tidak stabil, musibah yang 

tidak terduga, serta kendala dalam pengawasan dan 

monitoring pembiayaan oleh pihak KSPPS. Faktor-faktor 

tersebut secara kumulatif berkontribusi terhadap 

terjadinya keterlambatan pembayaran hingga pembiayaan 

masuk dalam kategori bermasalah. 

b. Penanganan pembiayaan bermasalah pada produk Ijarah 

Muntahiya Bittamlik (IMBT) di KSPPS SM NU 

Pemalang, pada prinsipnya telah dilakukan melalui 

langkah-langkah persuasif dan bertahap sesuai dengan 

prinsip syariah. Upaya penanganan tersebut meliputi 
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musyawarah (shulh) antara pihak KSPPS dan nasabah, 

restrukturisasi pembiayaan seperti penjadwalan ulang 

(rescheduling), penyesuaian kembali syarat pembiayaan 

(reconditioning), serta pembentukan Tim Khusus 

(TIMSUS) untuk menangani pembiayaan bermasalah. 

Ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, 

khususnya berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 322 sampai dengan Pasal 

329, mekanisme penanganan tersebut pada dasarnya telah 

sesuai dengan ketentuan syariah, terutama terkait 

pemisahan antara akad ijarah dan akad tamlik serta 

penyelesaian sengketa secara damai. Meskipun demikian, 

masih diperlukan penguatan dalam aspek administrasi, 

analisis kelayakan nasabah, serta pemahaman akad agar 

pelaksanaan pembiayaan IMBT ke depan dapat berjalan 

lebih optimal dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian serta 

nilai-nilai keadilan dalam syariah. 

B. Saran 

Berdasar penelitian yang telah dilakukan, terdapat 

beberapan saran yang ingin peneliti sampaikan, yaitu 

sebagai berikut: 

Bagi KSPPS SM NU Cabang Pemalang 

disarankan untuk lebih meningkatkan komunikasi intensif 

dengan para nasabah guna mengetahui keberlangsungan 

usaha yang dijalankan.. Selain itu, karyawan pada bidang 

pemasaran yang melakukan survei permohonan 

pembiayaan perlu lebih teliti dalam menganalisis kondisi 

perekonomian nasabah, keahlian nasabah dalam 

menjalankan usaha, serta kemampuan nasabah dalam 

memenuhi kewajiban pengembalian pembiayaan. Upaya 

tersebut diharapkan dapat meminimalkan risiko terjadinya 

pembiayaan bermasalah. Di samping itu, KSPPS SM NU 



 

 

Cabang Pemalang juga disarankan untuk secara berkala 

menyelenggarakan pelatihan bagi karyawan terkait 

penanganan pembiayaan bermasalah. 

Untuk masyarakat terutama nasabah pembiayaan 

IMBT, sebaiknya lebih tanggungjawab dengan 

kewajibannya kepada KSPPS SM NU Pemalang. 

Tanggungjawab tersebut dapat dilakukan dengan 

mengangsur pembiayaan secara tepat waktu dan jika ada 

masalah diharapkan untuk terbuka dan melakukan 

konsultasi dengan pihak koperasi agar dapat diselesaikan 

secara bersama dan tidak saling merugikan. 
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